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ABSTRAK 

Pasal 60 Ayat (1) UU MK melarang dilakukannya pengujian ganda terhadap 

norma undang-undang, sementara itu pengaturan Ayat (2) memberi pengecualian 

apabila adanya perbedaan batu uji dari pengujian sebelumnya. Norma serupa juga 

ditemukan pada Pasal 42 PMK Nomor 06/PMK/2005. Pembatasan pengujian 

norma dihadapkan dengan keberadaan MK sebagai pilar utama yang menjamin 

gagasan the living constitution, sehingga memunculkan dua permasalahan. 

Pertama, karakteristik permohonan yang tidak dapat diajukan kembali 

berdasarkan hukum acara Mahkamah Konstitusi, kedua, dampak permohonan 

yang tidak dapat diajukan kembali terhadap gagasan the living constitution. Kajian 

ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan 

data kepustakaan. Dari penelitian yang menggunakan teori dekonstruksi ini, 

didapati bahwa parameter permohonan yang tidak dapat diajukan kembali 

ditentukan oleh alasan permohonan Pemohon. Karena ketentuan pengecualian 

berupa “alasan permohonan” pada Pasal 42 Ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 

lebih abstrak dibanding unsur “dasar permohonan” di Pasal 60 Ayat (2) UU MK. 

Sementara itu, tahapan persidangan dan sistematika putusan mengakibatkan tidak 

terganggunya gagasan the living constitution. Sekalipun MK memberi putusan 

negatif yang menolak permohonan, namun putusan itu tetap memiliki nilai positif 

yang diperoleh dari pertimbangan hukum. Inilah yang menjadikan MK memasuki 

wilayah kontemplatif pascamodernisme. Sebab kontinuitas aktualisasi konstitusi 

yang lahir dari pertimbangan hukum mengakibatkan MK berada pada wilayah 

différance untuk menunda stagnasi kepastian dan kristalisasi keadilan. Akibatnya 

kepastian hanyalah bentuk temporal dan keadilan harus dielaborasi terus-menerus. 

Inilah wujud relativitas pascamodernisme yang terkandung pada karakteristik 

masing-masing perkara. 
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